PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
PERATURAH BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
perlu menetapkan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu; '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Organisasi dan

. Tata Kerja Badan. Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu.

Mengingat..............

Dipindai dengan CamScanner



Mengingat:

| Organisasi Perangkat Daerah (

2= oy
1. Undang-Unda
ng Nomor 29
Pembentukan Daerah-daerah T,'Tah“” 1959

(Lembaran Negara Republik lndonensg?.g.at I g St%"':

74, Tambahan L
' emb
Nomor 1822) aran Negarj Repubii 'ndN°’”'«'
on

Undang - Unda

ng Nomor 10
P Tah
N:mbentukan Peraturan Perundang-Unggn . tenta,
-yegara  Republik Indonesia Tahun 200?;anN(L°mbarag

Tambahan Le
4389 mbaran Negara Repybiik Indonesiy ?Ic r:a,
Cr

Undang-Undang Nomor 32 T
( ahun
Ezrgantal}an Daerah  (Lembaran Negi?am Rtentar:;
N esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Le;gw[‘
telaghar?j | Republik Indonesia Nomor 4437) sebaga;maran
5 lubah beberapa Kali terakhir dengan Ung o
ndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan K?g-
atas U_ndang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 Te-@n(iaua
Pemerm_tahan Daerah ( Lembaran Negara Re ubrl’ig
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lemgaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737) ;

: Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
S eanioa: Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dipindai dengan CamScanner
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7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4830),

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman. Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penganggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan

BUPATI LUWU

Dipindai dengan CamScanner



M
Snetapkan - PERATURAN DAERA
H

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalg
1 [r)naPeraturan Daerah inj yang dimaksud dengan:
2. - erah adalah Daerah Kabupaten Lywy |
A emerintahan Daerah adalah Bupati .
upa
Penyelenggara Pemerintahan Dagrat'l'fjan SR Dot S~
3. Bupati adalah Bupati Luwu,

4. Dewan Perwakilan Rakyat
akyat ' daerah yang selanjutn a disi
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupajten {quS;Z%Zagtaiiizfr

pPenyelenggara pemerintahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Luwu.

6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat

7.
BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
pada Badan Penanggulangan Bencana

Sekretariat adalah Sekretariat

Daerah Kabupaten Luwu.

Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

abupaten Luwu. | | i
g ian dan Seks adalah Sub Bagian dan Seksi pada

fg-Sub Sad7 h Kabupaten Luwu.

Penanggulangan Bencana Daera
11. Bencand..."

Dipindai dengan CamScanner
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11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun
faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB Il

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BPBD Kabupaten Luwu.

Bagian Kedua

Kedudukan
Pasal 3

nsur pendukung tugas Bupati dalam pelaksanaan

(1) BPBD adalah u
ten yang berada di bawah dan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupa

bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) BPBD dipimpin Kepala Badan yang secara €X officio dijabat oleh

Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :
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4. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usa
bencqr?a yang mencakup pencegahan benca:a, p::age”anggurgn
rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; 9anan da -

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyel '
Penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundanggs_e"'ggaraan

menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan ben und"”gan;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan benc;n?na;

©. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepaq
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan satiap saat dalar: kac':ff‘"

iy

darurat bencana;
mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang:
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan ‘
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang.

undangan.

Qo

-

Pasal 5
BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :
a. perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daeran
dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efekiif dan

efisien; dan
pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencara

secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
BAB Il
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas

a. kepala;
b. unsur pengarah; dan

. unsur pelaksana, |
| (2) Bagan......



(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

3)

(4)
()

A

an Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bag
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

tercantum pada lampiran
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 7

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

]

Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD. :
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,

bersifat nonstruktural, terdiri atas :

a. unsur dari Satuan Kerja Perang
penanggulangan bencana;

b. pakar, profesional dan;

c. tokoh masyarakat.
ah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5

Anggota Unsur Pengar
(lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat)
al dan ahli.

anggota dari masyarakat, profesion
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah
epala BPBD.

dan bertanggung jawab langsung kepada K
Mekanisme penetapan keanggotan Unsur Pengarah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

kat Daerah yang berkaitan dengan

Dipindai dengan CamScanner
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(1
@

(1
@)
@)

(1)

(2)

TN

pPasal 9

tugas memberikan Masyx
ngka Penanggulangan Be an dan

as pokok sebagaimang dimakca”a. %\
, mempunyai fungsi . Sug

aral
:lnj ns‘gezmsan kebijakan penanggulangan bencana daerap,

ntauan,
g:;:asi dalam penyelenggaraan penanggulangan,

b

nCa
:: memberikan saran .
e

dan masukan penanggulangan ben

tan lain yang diberikan oleh Kepalaa;;a‘ dan
ad

melaksanakan kegia .
Ty

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 10

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasg| g ayat (1
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. ()
Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada «
dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. 3 Cibaugy
Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksang

Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsiﬁ;%rme&m
dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari. e

hun.

Pasal 11

Unsur  Pelaksana mem j

punyai  tugas pokok melaksand®
Peénanggulangan bencana s i i melinuti -
a. prabencana: ecara terintegrasi meliputi :

b. saat tanggap darurat: dan
C. pascabencana.

Ntuk menyele
) y - ordgarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pat¢#*

(1) unsur Pejak
Sana m i .
= Pengkoordinasian; Srpunyatfungs

- Pengkomandoan:
. pelaksanaan an; dan

BAB V..o

Dipindai dengan CamScanner
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BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana,
b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas :

1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian keuangan;

3. sub bagian program.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :

1. seksi pencegahan;dan

2. seksi kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :

1. seksi kedaruratan dan logistik; dan

2. seksi pemadam kebakaran.
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdirfiatas : - - -

1. seksi rehabilitasi;dan
2. seksi rekonstruksi.

Pasal 13
Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk
Satuan Tugas.

.

Bagian Kedua
Eselonisasi

Pasal 14

(1) Eselon Jabatan Unsur Pelaksana terdiri atas :
a. kepala pelaksana adalah jabatan struktural eselon Il.b
b. kepala sekretariat adalah jabatan struktural eselon Ill.b
c. kepala bidang adalah jabatan struktural eselon lll.b
d. kepala sub bagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural
eselon IV.a

(2) Pengisian...............

Dipindai dengan CamScanner



perasal dari PegaWai

a B engalaman, ket 8
p » Keterampij,, g:n
' Gan

an bencana.

integrﬂas ya BAB V
\GS! UNSUR PELAKSANA

Kepala Pelaksana

pasal 15
imana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
aksana sebaga:( membantu Kepala Badan daémum; ¢
ksanaan kebijakan daerap 3'
!

i tugas PO
donirs ::l?an penyusunan céi’an pre{la
i langan bencana aerah. '
P akeanakan bagaimana dimaksud pada ayat

Untuk melaksanakan tugas pokok sé

2 : _
= Kepala Pelaksana mempunyai fungst .

a. pengkoordinasian pelaksana kegiatan; _
b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan keuangan,
d. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan

penyajian data;
e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 16

(1)  Sekretariat
2 berada di bavligrsmuc:a: zlélrl:sana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yand
) Kepala Sekretariaf mempaunngy%ﬁg jawab kepada Kepala Pelaksa®
ugas m inasi cand”
engkoordinasikan peren-t .,

Pembinaan dan
pen '
SUMber daya serta kerjagma | (© 08P Program, - admim?

Dipindai dengan CamScanner
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala

Sekretariat mempunyai fungsi : _

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi dilingkungan BPBD ;

b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
BPBD,;

c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan
Peraturan  perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan,
kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah
tangga BPBD;

d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol
dilingkungan BPBD;

e. pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengarah
penanggulangan bencana;

f. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;

pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

saQ :

Pasal 17

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan,
" pemeliharaan dan pengahapusan™ barang,” ‘urusan rumah tangga serta
mengelola administrasi kepegawaian memberikan pelayanan dan dukungan
administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan aset,

persuratan dan kerumah tanggaan BPBD.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan
meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan,
pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal 19

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola penyusunan program,

penyajian data dan penyusunan laporan.

Bagian Ketiga................

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang dan Seks;

paragraf 1
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 20
Kesiapsiagaan mempunyai tugasg

i n dan .
(1). Bidang Pencegaha encegahan melalui pendekatan huky orok

jiatan P
melaksanakan keg dari peraturan perundang-undangap, o G

wasan pelaksanaan .
Egggznan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan SegalaeStaW

penyiapan sarana dan prasarana serta dukupaya

iatan pelatihan, ; N [
:::eg%ﬁik unFt)uk menghindari kemungkinan kgjadlan I.?encana. Ngan
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat g

2). e
4 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungg;

a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, Pengembang,
pemantauan dan pemantapan penanggulanagan bencana; =)
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan ..
kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana; “
¢. pelaksanaan- “evaluasi pelaksanaan . kegiatan Penanggulangs

bencana;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pencegahan dipimpin oleh seoran ' '
g Kepala Seksi yang mempunyai tuges
pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepa?; B%dang E’en‘::egaha"'

a.

b.

- Melakukan per,
ata
- Melakukan Pengu

mengidentifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber batraya @@

anﬁaman bencana;

melak

kan kontro| terhac_jap Penguasaan dan pengelolaan sumber oo
erpahdl?

alam yang secarg t;
bencana, a tiba - tiba dan / atay berpotensi menjadi sumb

p::g:ntauan Peénggunaan tek
gsur berpotens; menjadi

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 22

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok yang menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi :

a. menyusun dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

b. pengorganisasian, pemasangan dan penguijian sistem peringatan dini;

c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme

tanggap darurat,

e. penyiapan lokasi evakuasi.

(1)

(@)

Paragraf 2
Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran
Pasal 23

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal - 10 -huruf d mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan mencarimengumpulkan data, melakukan

penelitian korban dan kerusakan dilapangan tempat bencana dan

mengadakan,menerima,dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi

bencana serta merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di

bidang pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) kepala bidang

kedaruratan, logistik dan pemadam kebakaran mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan
logistik penanggulangan rencana;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana;

d. penyiapan, perumusan kebijakan penanganan kebakaran.

Pasal24.................
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s " 14-
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pasal 24

| impin oleh seorang Kepala g
k dip garakan sebagian tugas pokoks;(‘/aﬁq
A

tan
Seksl edarurd kok menyelend Kebakaran dala *Da
i tugas PO emadam M hal mata, P33
mempunya ?atnn istik dan Pkesehﬂ‘“”' pekerjaan umum ri:'?kuvaq

Kedaruratan n jadi | 1
Bidang dinasi penyelag?;fjadl bencana dilokasi terjadinya beﬂcagrl;t EY

pasal 25

in oleh seorang Kepala Sekgi
!ar
elenggarakan sebagian tugas pokgy J2ng
mempurya Pl o tm:!% Per%adam Kebakaran meliputi : Kepa

Bidang Kedaruratan, Logis an dan penanggulan
a. pelaksanaan kegiatan, pencegah penangguiangan bang,

Seksi Pemadam Kebakaran dipimp

b :ztakizr::én kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana PeMads.
* kebakaran.
Paragraf 3

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 26

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pok:
melaksanakan kegiatan menganalisa,mengevaluasi rehabilitasi fisk
terbatas, rehabilitasi mental, dan menyiapkan rancangan konstrus
tahan gempa,fasilitas penanggulangan bencana serta memberian

2 ﬂi?gsl;n;'aat:g ter:ada;p bencana.

m anakan tugas pokok ter: ida
Rehabilitasi dan Rekonsstaruksr?i memtpetziigﬂuazti?'ayat (1), kepela 252

a. perumusan : o
Rekonstruksi;rencana dan pelaksanaan kegiatan Rehabiltasi &'

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 27

eh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas

Seksi Rehabilitasi dipimpin ol '
bagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi

pokok menyelenggarakan sé
dan Rekonstruksi meliputi :
a. perbaikan lingkungan daerah bencana;

b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. pemulihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan.

Pasal 28

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :

a. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

b. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang

lebih baik dan tahan bencana

- . —

TATA KERJA
Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya,setiap organisasi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing masing maupun-antar satuan organisasi sesuai dengan bidang
tugas;

(2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing masing dengan memberikan
bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas,

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut ;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya,pimpinan unit kerja wajib mengadakan
rapat koordinasi secara berkala.
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Pena”ggmangan tentang Pembentukan

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

pasal 30

teknis administratif * ggr
(1) P:,Tg;gﬁ;garaan bepncana daerah dilakukan oleh Bupati dap d”apz;lrl;as‘
lfepgda Gubernur melalui Badan Penanggulangan Bencana Proving. &

i teknis operasional dilaksg
Pembinaan dan pengawasan ksanakay .,
) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan be"koofd;?"!
dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. inas;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan BPBD dalam penanggulang bencana dibebankan :
’ ! ada APRD
Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengFi)kat o

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

ah ini, maka Peratyran Bupati Luwu Nom?"
Organisasi dan Tata Kerja Badag
Kabupaten Luwu dan peraturan seé |
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Pasal 33
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Nopember 2010

BUPATI LUWU,
Cap/ttd
A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

A

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR 2
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PENJELASAN

ATAS
AERAH KABUPATEN LUWU

ATURAN D
A R 2 TAHUN 2010

NOMO
TENTANG

GANISASI DAN TATA KERJA BADAN

OR
KAN OF ENCANA DAERAH KABUPATEN Ly,

EMBENTU
. NGAN B

PENANGGULA

UMUM
Dalam penyelenggaraan Pemerfntahgn Daerah, Kepa|
P h yang terdiri dari unsur staf yang ;eggzrnath
U

dibantu Perangkat Daera e e St
nyusunan kebijakan dan Kkoordinasl, unsur pendukung tugas
dan pelaksanaan kebijakan dgerahKeyﬁ:;

Daerah dalam penyusunan
bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Dagrah dan

secara khusus BPBD.
s LT
Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dar
pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan
bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana
Potensi penyebab terjadinya bencana di Daerah Kabupaten Luwu dapai
dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, bencana

non alam dan bencana sosial,

gunungené::rr;a 'Alaam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letust
hutan/lahan kaprénanfgwt topan, tanah longsor, kekeringan, kebaké!
kejadian luar bias da or alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah
4, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
Bencana
disebabkan o?e()r? alam antara antara lain kebakaran hutanfiahan ¥
Il.<onstruksi/teknolc:gi rg:;?-,usgi kecelakaan  transportasi, kegaga}i‘;
Ingkungan dan kegiatan keZntarilgi:?,t”, ledakan nuklir, peﬂcema

i
"
n
....
v
we!
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Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik
sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap
pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-
masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.

Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daera, dan masyarakat pada
setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam

penggunaan dana penanggulangan bencana

Dalam Implementasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah ini menerapkan prinsip-prinsip Organisasi
yakni Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi dalam artian Visi
dan Misi yang jelas, Kelembagaan fungsi Staf dan fungsi lini kendali serta
fungsi pendudkung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali

serta tata kerja yang jelas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
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Ayat (1)

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)

Cukup Jelag

-20-
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Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi Unsur
Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan
satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi vertikal,
Lembaga Usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada
tahap pra bencana dan pasca bencana.
Huruf b
Fungsi pengkomandoan merupakan komando Unsur
Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan
sumber daya manusia, peralatan logistik dari satuan kerja
perangkat daerah lainnya, Instansi Vertikal serta langkah-
langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan
darurat bencana.
Huruf ¢
Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana Unsur
Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan
terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya,
Instansi Vertikal dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan  penanggulangan  bencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
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Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas

Dipindai dengan CamScanner



-23-

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
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Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2
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Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor: 2 TAHUN 2010

Struktur Organisasl dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Cap/ttd
A. MUDZAKKAR
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KEPALA BADAN
[ I |
UNSUR PENGARAH KEPALA PELA
- Instansi terkait KSANA
- Profesional/Ahli
Sekretariat
Unsur Pelaksana
I 1
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Keuangan Program
o Bidang
Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam ; Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Seksi Seksi Seksi
Pencegahan Kedaruratan dan Logistik Rehabilitasi
|
Seksi |24 Seksi ‘I Seksi
Kesiapsiagaan ] Pemadam Kebakaran | Rekonstruksi
; BUPATI LUWU,



